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ABSTRAK

TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DI
TINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA ( STUDI KASUS DI POLSEK TANJUNG RAJA)

ARSYA NABILA RAMADHANI

Penelitian ini membahas fenomena tindakan main hakim sendiri (eigenrichting)
yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku kejahatan, khususnya dalam kasus di
wilayah Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Tindakan ini bertentangan dengan
prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan dari perspektif
HAM serta meninjau penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindakan tersebut.
Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik
pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara terhadap aparat
penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa main hakim sendiri
merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak hanya mencederai hak pelaku
kejahatan, tetapi juga mengancam prinsip keadilan dan ketertiban masyarakat.
Penegakan hukum yang lemah, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan
ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum menjadi faktor pendorong utama
terjadinya tindakan ini. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi
hukum, edukasi tentang hak asasi manusia, serta penguatan kinerja aparat penegak
hukum guna mengembalikan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan dan
mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri.

Kata Kunci: Main hakim sendiri, Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999, Penegakan hukum pidana.



ABSTRACT

VIGILANTE ACTION AGAINST PERPETRATORS OF CRIMES VIEWED FROM THE
PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 39 OF 1999 CONCERING HUMAN RIGHTS
(CASE STUDY AT TANJUNG RAJA POLICE)

ARSYA NABILA RAMADHANI

This study discusses the phenomenon of vigilante (eigenrichting) actions carried
out by the community against perpetrators of crimes, especially in cases in the
Tanjung Raja area, Ogan Ilir Regency. This action is contrary to the principle of a
state of law that upholds human rights as regulated in Law Number 39 of 1999.
This study aims to analyze vigilante actions against perpetrators of crimes from a
human rights perspective and to review criminal law enforcement against
perpetrators of these actions. The method used is an empirical legal approach with
data collection techniques in the form of literature studies and interviews with law
enforcement officers. The results of the study show that vigilante is a form of
violation of the law that not only injures the rights of perpetrators of crimes, but
also threatens the principles of justice and public order. Weak law enforcement, low
legal literacy of the community, and distrust of law enforcement officers are the
main driving factors for this action. This study recommends increasing legal
socialization, education on human rights, and strengthening the performance of law
enforcement officers in order to restore public trust in the justice system and prevent
vigilante actions.

Keywords: Vigilante, Human Rights, Law Number 39 of 1999, Criminal law
enforcement.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila dan undang-undang republik tahun 1945 merupakan dasar
konstitusional negara Indonesia membangun masyarakat yang aman, tenteram,
sejahtera, dan terorganisir dengan baik adalah tujuan utama pemerintah Indonesia.
“Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum” demikian bunyi

Pasal 1 ayat (3) undang-undang republik indonesia tahun 1945.!

Aturan hukum merupakan faktor pembatas dalam perilaku manusia dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena aturan hukum merupakan fondasi
kehidupan bermasyarakat sumber harapan dan kepercayaan bagi masyarakat dan
sarana untuk mempertanggungjawabkan semua kesalahan.?

Orang-orang dalam budaya ini bisa jadi lebih cenderung dekat dengan orang-
orang yang tinggal bersama mereka sayangnya perilaku yang mengganggu seperti
menyerang seseorang secara fisik tanpa memberi tahu pihak berwenang atau
melanggar hukum melalui kekerasan sering kali merupakan hasil dari interaksi
semacam itu. Istilah untuk hal ini adalah main hakim sendiri.

Ketidaktahuan  masyarakat tentang undang-undang yang relevan
menunjukkan bahwa perilaku dan sikap manusia tidak selalu berevolusi seiring
berjalannya waktu memang perkembangan teknis modern seharusnya

memfasilitasi peningkatan pendidikan publik mengenai arti sebenarnya dari kata

! Undang-Undang Dasar Negara Pasal 1 Ayat 3
2 Kurniawaty, Yuniar. “Konsep Keadilan Terhadap Vonis Peradilan Sesat: Tinjuan
Hukum.” Jurnal Legislasi Indonesia” vol. 14, no. 4 (2017) hal._395-406



“hukum” dan kemudahan bagi seseorang untuk mempelajari hukum yang relevan.

Masyarakat di Indonesia sering kali tidak puas dengan pemerintah dan hukum
karena seringnya terjadi celah hukum yang menciptakan kesan bahwa peraturan
yang ada tidak diterapkan secara ketat. Hukum di masyarakat Indonesia
menciptakan persepsi ketidakadilan daripada digunakan untuk mencari keadilan
ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan merupakan salah satu
alasan mengapa semakin banyak orang yang memilih untuk menangani masalah
hukum secara mandiri karena mereka telah membantu korban kejahatan
komunitas main hakim sendiri sering kali menjustifikasi kegiatan mereka sebagai
tindakan yang dapat dibenarkan dan bermoral. Namun mereka tidak tahu bahwa
tindakan main hakim sendiri telah membuat mereka terlihat seperti penjahat.

Eigenrichtung tetap menjadi masalah yang terus berlanjut karena hal ini
melibatkan Eigenrechting (kewaspadaan) terhadap aktivitas kriminal maka hal ini
merupakan tindak pidana. Ketika individu atau kelompok orang yang dicurigai
sebagai pelaku kejahatan mengganggu lingkungan seseorang hal ini menjadi
sangat berkaitan dengan kasus-kasus main hakim sendiri.?

Jenis pelanggaran hukum yang paling banyak terjadi adalah penggunaan
kekerasan dalam menangkap penjahat kebanyakan orang mencoba membalas
dendam kepada pelaku kejahatan dengan main hakim sendiri yang sering kali
berakibat pada kematian pelaku kejahatan dan menghindarkan mereka dari
konsekuensi hukum Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999

menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk merasa aman, diakui, dan

dilindungi oleh hukum dan tidak boleh ada celah dalam sistem terlepas dari

3 Zulfan Ahmadi, Yamin Lubis, Adil Akhyar. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku
Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka (Analisis
Putusan Nomor 929/Pid.B/2021/Pn Lbp) . Jurnal Meta Hukum, vol 2. No.I.



apakah orang yang ditahan atau hanya disebut sebagai tersangka terlibat dalam
pelanggaran tersebut sudah jelas bahwa para penjahat yang menjadi mangsa
pembalasan main hakim sendiri memang telah melakukan kejahatan.

Penegakan hukum di Indonesia telah terpukul karena penggunaan keadilan
main hakim sendiri yang kontraproduktif dan melanggar hak asasi manusia.
Masyarakat terkadang gagal untuk melihat bahwa pelaku kejahatan juga
merupakan manusia yang layak dihargai dan dihormati tidak ada anggota
masyarakat atau masyarakat umum yang memiliki wewenang untuk memberikan
penderitaan kepada pelaku kejahatan mereka memiliki hak untuk mendapatkan
pendampingan hukum di pengadilan.

Hal ini bertentangan dengan ide negara hukum, yang menjamin setiap orang
mendapatkan peradilan yang adil dan mengutamakan kepatuhan terhadap hukum.
Meskipun sebagian besar orang Indonesia sekarang menganggap Eigenrechting
sebagai hal yang buruk untuk dilakukan KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini
tidak membahas atau bahkan menyebutkan Eigenrechting. KUHP ini sebenarnya
berasal dari Wetboek van Strafrecht Hindia Belanda di sisi lain tindakan main
hakim sendiri dapat dibuat ilegal dengan memanfaatkan sejumlah pasal.*

Banyak faktor termasuk ketidaktahuan kesalahpahaman masyarakat tentang
hukum, penegakan hukum yang tidak konsisten dan ketidakpercayaan masyarakat
terhadap penegak hukum secara signifikan berdampak pada stabilitas dan
keamanan masyarakat kekhawatiran masyarakat baik yang samar-samar maupun
yang berlangsung lama merupakan elemen pendorong lainnya. Akibatnya orang
dengan penyakit ini dapat menggunakan tindakan kekerasan atau bahkan
mengambil tindakan sendiri dengan membentuk kelompok atau mengambil alih
tanggung jawab hukum penegak hukum untuk menghukum mereka yang mereka
anggap bertanggung jawab.’

Kasus yang akan dibahas pada penelitian ini ialah tindakan main halim

sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku pencurian yang terjadi di

4 Joshua Anugerah Rasubala and Victor Kasenda, “Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri
(Eigenrichting) Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pembakaran Terhadap Seorang
Wanita Di Kota Sorong,” Lex Privatum vol. 13, no. 3 (2024).

5 Rasubala and Kasenda.



Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, sehingga peneliti bermaksud untuk

mengambil ~ judul  penelitian  yaitu  “Tindakan  Main Hakim

Sendiri (Eigenrechting) Terhadap Pelaku Kejahatan Ditinjau Dari

Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia ( Studi Kasus Di Polsek Tanjung Raja Ogan Ilir )

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah:

1. Bagaimanakah tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan
ditinjau dari perspektif undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak
asasi manusia?

2. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana main

hakim sendiri ( Studi kasus di polsek tanjung raja ogan ilir )

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini semata-mata mengkaji tindakan main hakim sendiri terhadap
pelaku kriminal melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia untuk mendapatkan wacana yang sistematis dan selaras dengan

konseptualisasi masalah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Guna memahami bentuk tindakan main hakim sendiri yang ditujukan kepada
pelaku kejahatan ditinjau dari perspektif undang-undang nomor 39 tahun
1999 tentang hak asasi manusia.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku



tindak pidana main hakim sendiri (studi kasus di polsek tanjung raka ogan ilir)

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

l.

Dapat menjadi bahan pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk mencari
solusi guna menanggulangi tindakan main hakim sendiri.
Dapat menambah wawasan mengenai perlindungan hukum pada korban main

hakim sendiri.

Kerangka Konseptual

Kerangka kerja konseptual adalah model mental yang menjabarkan

keterkaitan variabel penelitian materi penelitian biasanya berasal dari survei

literatur yang ada dan dapat berupa elemen tekstur atau visual.

1.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Eigenrechting berarti
menghakimi orang lain tanpa mengindahkan hukum yang berlaku dan
biasanya dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti pemukulan,
penyiksaan, pembakaran, dan lain-lain.

Orang yang melakukan kejahatan melakukannya dengan cara yang
bertentangan dengan hukum dan dapat dihukum karena pelanggarannya.’
Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999 mengatur hak-hak
individu termasuk apa yang dapat diperoleh seseorang secara sah dan apa
yang tidak dapat dilakukan orang lain terhadap mereka.

Setiap orang memiliki hak-hak yang melekat sebagai ciptaan Tuhan Yang

Maha Esa hak-hak tersebut dikenal sebagai hak asasi manusia semua anggota

6 Arti Main Hakim Sendiri di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (lektur.id). Diakses 16

Oktober 2024 Pukul 13:05

7 Supriadi. Penetapan Tindak Pidana Kejahatan Dan Pelanggaran Undang Undang

Pidana Khusus .Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015 Halam 389 — 403.


https://kbbi.lektur.id/main-hakim-sendiri

dan mencegah orang lain untuk
terlibat dalam perilaku serupa.’

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian lapangan langsung, kadang-kadang dikenal sebagai
penelitian lapangan, untuk mengumpulkan data tentang suatu objek dengan
mengunjungi secara fisik tempat objek tersebut akan diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Data primer
Penelitian dengan data primer melibatkan langsung ke sumbernya tanpa
perantara untuk mendapatkan informasi orang yang melakukan penelitian
atau yang melakukan tugas pengumpulan data adalah peneliti.

b) Data sekunder yang diambil dari bahan hukum primer seperti undang-
undang, peraturan, dan keputusan pengadilan yang pertama adalah bahan
hukum yang mengikat buku-buku, teks-teks ahli, hasil-hasil penelitian
terdahulu, dan teori-teori merupakan contoh bahan sekunder dalam

bidang hukum.

9 Sumardi Effendi, “Kejahatan Main Hakim Sendiri.” Jurnal Perundang Undangan dan
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1) Buku, artikel, buku, jurnal, pandangan para sarjana, dan kasus-kasus
adalah contoh bahan hukum sekunder. Ini termasuk karya-karya dari
para ahli hukum terkemuka serta tulisan-tulisan hukum.

2) Kamus hukum, ensiklopedia, jurnal, dan sumber-sumber tersier
lainnya yang menjelaskan makna sumber-sumber primer dan
sekunder memberikan bantuan dan penjelasan tentang teks-teks
hukum primer dan sekunder.

3. Metode pengumpulan data
Selain itu penulis menggunakan dokumentasi atau penelitian kepustakaan guna
terkumpulnya apa saja yang diperlukan untuk penelitian ini. Mempelajari berupa
bahan hukum primer (perundang-undangan) bahan hukum sekunder (literatur,
laporan penelitian, jurnal, dan karya ilmiah) dikenal juga sebagai penelitian

perpustakaan.

4. Analisis Data

Analisis data yaitu proses sistematika guna mengolah serta menginterprestasikan
data agar dapat menghasilkan kesimpulan yang berguna. Analisis data
merupakan cara yang sangat diperlukan dalam penelitian agar data mentah

yang didapat dapat mendukung penelitian yang dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi jadi empat bab yang masing-masing bab akan diuraikan

sebagian menjadi sub-bab untuk membantu pembahasan dan pemahaman yaitu:



BAB1

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN

Hal-hal yang termasuk di dalamnya adalah sebagai berikut: konteks,
pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, teknik penelitian,
sistematika penelitian, kerangka konseptual, tinjauan terhadap
penelitian-penelitian terdahulu yang relevan tujuan dan manfaat

penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, penulis
memberikan penjelasan dalam bab ini tentang tinjauan umum
tindak pidana, tinjauan umum tentang main hakim sendiri, dan
tinjauan umum tentang hak asasi manusia menurut undang-undang
no. 39 tahun 1999.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis membahas tentang tindakan main hakim sendiri terhadap
pelaku kejahatan ditinjau dari perspektif undang-undang nomor 39
tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan penegakan hukum
pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri.
PENUTUP

Yang merupakan bab terakhir, berisi kesimpulan dam saran.
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